GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMFUNG
NOMOR 7 TAHUN 25138

TENTANG

PEDOMAN PENGE!OLAAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAK: ESA

CUBERNUKR LAMPUNG,

hahwa untuk menderong pertumbuhan dan perkembangan

- perekonominn daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah yang nye‘a dan bheranggungjawab, pemerintah
uaerah dapat meiakukan investasi untuk mempercleh
niatfadt ekohomi, sosial daii/atan manfadt laids 4 uituk
imeningkatlan dan menambah sumber pendapintan daerah:
bahwa dalam rargka peningkatan pengeloiaan keuangan
Pemerintah Frovinsi Lampung khususnva pengelolaan
kekayaan daer:h dalam bentuk investasi, agar lcbih tertib,
efektil, efisier:, transparan daa dapat
cipertarggungjawebizan sesual dengan peraturan
perundang-undangan peolu diatur pengelolaaunya,;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraluran
Menteri Dalan: Negeri Nomor £2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah  1Daerah,
ditetapkan bahwa I\ﬁpala Daerah diberikan kmvenangan
dalam pengelolaar investasl pemerintah daeral:

Lahwa berdasarian pertzmuangan sebagannana dimalkssud
rada huruf a, huruf b dan huruf ¢ pedu meneiapkan
Feraturan  Cubernur lLampuag  tent: \no redoman
Dmgelolaan Investast Langst ag Pemenitah Daerai;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepuDblik
Indonesia Tahun 1945;

tndang-Undar g Nomor 14 Tahun 1904 tentang
Pembentukan daerah Tingkat I Lampung;

dndang-Undarg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lemba an Nzara Renublik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambaliaa Lembaian Negara Repub.itc Indonesia
Nomor 4286);

tidang-Undarg  Neomer 1 Tabun 2004 teniang
Perbendaharasn Megara  (Iembaran  Negara Republik
indonesia Tahun 2034 Ncmior 5, Tambahan Lembaran
wegara Repuout{ Indonesia Nomior 49 00J;

Undan :*—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
"emeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
\u:gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negarx Republik lndonesia

iiomor 44Q0);



10.

11.

13.

14

16.

Iy

Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerii tahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indone:ia Tahun 2014 Noinor 244, Tambahan Lembaran
niegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Uncang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nejrara
~epublik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Twhun 2005 entang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republ'< Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur: 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Repubiil indonesia Nomor 4738);
Feraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintan (Lermnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2011 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201C tenfang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Perierintal. Nomor 27 Tzhun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Repullik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indownesia Nomor
£533);
Peraturan Pemerinitah Noraor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nemor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nemer 6173);
Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintali {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 vomor 33);

-

Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momer 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedon: an Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 2012 Nemor 754);

Peraturan Me: tert Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintahan
Rerbasis Akrual Pade Pemerintah Daerah [Borita Negara
Republik Indonesia Tal un 2213 Nomor 1425);

Feraturan Mertert Dalaun Negeri Nomor 19 Tahun 2016
rentang Pedoman Pengelolaar: Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik liidonesia Tahun 2016 Nomor 547);



Menetapkan

.
.

=%

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH
LDAERAH.
BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan G bernur ini yang dimaksnd dengan:

1.
2.
3.

Femerintah Daerah adelah Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Perarigkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
tirusan pemerin:ahan yang menjadi kewenangan daerah.

Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah
dana dan/atau barang wmilik daerah oleh pemerintah daerdh
daiam jangka panjang untuk investasi pemboelian surat
berharga dan  investesi  langsung, yang  mampu
mengembalikan nilai pokok ditanubah dengan manfaat

“ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka

1C.

waktu tertentu.

Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau
pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk
membiayai kegiatan usaia.

Penyertaan Modzl Daerah dalamn bentuk uang adalah bentuk
investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan
mendapat hak kepemilikan.

Penyertaan Mndal Deerali atas barang milik daerah adalah
pengalihan kepemilikrn barang milik daerah yarz semula
merupakan kekayaar yang tidak dipisahlzan menjacli
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham p:merintah daerah pada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau baden hulam
tainnya v ang dirrdlik riegara.

Pemberian Pinjamar adelah hentuk investasi pemerintah
daerah pada Badan Jsana Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Koperasi, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya. dan Pemerintah
Kebupaten/Kota, masvarakat dengan hak memperoleh
penigembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau
nilaya lainnya.

Peraturan Daerah yang selanjutnyva d'sebut Perda adalah
peraturan purundang-undr.igan yang dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama Gubérnur.

Pengelola  Investasi  Pemerintah  Daerah selanjunya
disebut Pengelola investast adalahi Pejabat Pengelola
Weuangan Daerah seiaku Bendahara Umum Daerah untuk
mnvestasi dalam bentuk uang dan Pejabat Pengelola Barang
antuk investasi lale i bentuk barang.
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Perigelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah adalah stati
preses (tata kelolaj terkait dengan investasi perierintah dacrah
sejak  tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelapcran pertanggu-igjawaban dan pengawasan,

Perencanaan Investa:i Pemerintah Daerah adalah usulan rencana
investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun  untuk
pelaksanaan investas: tahun anggaran berikutnya.

Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen
baik berbentuk badan bukum maupun tim yang memberikan
nasihat dan/atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai
pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

Divestasi adalah penjualan kepemiiikan Pemerintah Daerah baik
sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Perjaniian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka
investasi langsung antara Pererintah Daerah dengan penecrima
Investasi.

Pemantauan adalah proses untulk menilai efektivitas peiaksanaan
investasi pemerintah daerah.

Badaa  Usaha adalah  Badan  Usaha swasta berbentuk
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badnu Usaha
Milik Daerah dan Korerasi.

Bada Layanan Umuin Daerah vang selanjutnya disingkat BLUD
adrlah Perangkat Duerah atau unit kerja pada Perangkat
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat birupa penyedican barsng dan/atau jasa vang dijual
tanpa mengutamakan mencar: keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didesarkun padsa prinsip elisiens: dan
produlktivitas,

Perseroan Terbatas adalah bada;1 bhnkum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan medal dasar yang seluruhnva terbagi
dalam sahan: dan memenuhi persyaratan yang diteiapkan dalam
peratiiran perundang-urndargan.

Angzgaran Pendapaten dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung.

BAB 11
RUANG LINGKUF
Pasai 2

Ruang lingkup pengelolaa 1 investasi langsung meliputi :

maksud dan tujuan nivegtasi angsung;
svarat uivestasi larigsuhg;

bentuk investasi langsung,
pelaksanaan investasi langsung; dan
pengawasan investasi langsung.

Pysal 3

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi Langsung kepada :

BUMN;
BUNMD;
bardan hukum swasia; dan

perangkat daerah yang menerapkazn PPK-BLUD.



BAB [II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

(1) Maksud dan twuan :nvestasi Pernerintah Dascrah adalah untuk
memperoleh manfaat ekonorai, sosial, dan/atau manfaat lainnva.
(2) Manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa devide.i, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD vang
mendapatkan I sestasi Pemerintah Daerah;

b. peningkatan sejumlah tertentu berupa jasa dan keuntungan
bagi hasi' investusi dalam jangka waktu tertentu;

c. peningkatan penerirmzan  dacrah  dalem Jjangita  waktu
tertenitu  sebagei  akibar langsung dari  investasi yang
bersangkutan;

(3) Manfaai sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} meliputi:

a. peningkatan sejumlah tertentu berupa penyerapan tenaga
kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung
dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

b. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
Investasi Pemerintah Daerali sesuai dengan indikator yang
ditetapkan.

(4} Manfaat lainnya sebagaimana dimaksud paca avat /1) meliputi:

a. peningkatan dukungan terhadap program pemeriritah
dazsrah; dan

b.  mempertahankan pengaruh pemerintah daerah vang
strategis dan sigaifikan.

Pasal :

w

Untuk merncapai efektivitas Investasi Peraerintah Dacrah dada BUMN,
BUMD/swasta/ BLUD, investasi Pernerintah Daerah <ilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip ekovnomi perusahaan vang transparan
dan aku:itabel.

BAS [V
SYARAT INVESTASI

Pasal &

Investas: Pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk mcempernleh
manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya sebagainiana dimaksud
dalam Pzsal 4 dilakukan apabila:

a. untuk investasi derigan fujuan memperoleh manfaat ekonomu
dilakukan apabila AFBD diperkirakan surplus dan/arau terdapat
barang milik deisrabh yang  tidak  digunakan  dalam
penyelenggaraan pernerintahan daerah dan lebih optimal untuk
diinvestaskan; dan

b untuk investasi dengan tuitan memperoleh manfaat sosial dan
mantaat lainnya di'akulian apabila tercapat terdapat amanat
den/atau penugasan bagi perierintah daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan.



BDAEV
BoNTUL INVESTASI

Pasal 7

Bentuk investasi langsung pemerinrtah daerah yaitu :
a. penyertaa.a modal; dan
b.  pemberian pinjaman.

Pasal 8

Bentuk investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a berupa uang dan/atau barang.

Pasal 9

Bentuk investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b berupa dana bergulir.

Pasal 10

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalara Pasal 7 huruf a,
merupakan investasi jangkéa panjung péermanen yang bertlijian untuk
dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjnalbelikan
atau tidak ditarik kembali.

Pasal 11

Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufl b,
merupakan investasi jangka panjang non permanen yang bertujuan
untuk dimiliki secara tidak herkelanjutan atau ada niat untuk
diperjualbelikan atau ditaril. kembali.

BB VI
PELAKSANAAN INVESTAS]

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Targgungiawab Operasional

Pasal 12

(1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional investasi pemerintah
daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh PPKE selaku Bendahara
Umuim Daerah.

(2) Kewenarngan dan tanggung jawab operasional investasi pemerintah
daerelx: dalam bentuk barang dilakukan oleh Sekretaris Dacrah
selaku Pengelola Barang dan dapat didelegasiken kepada pembantu
pengelola barang daerair.



Bagian Kedua
Perencanaan Investasi

Pasal 13

Perencanaan investasi harus berpedoman pada Rencana
Pembangunar Jangka Menengah Daerah (RPGMD) atau
tertuang dalawm Rencara Keria Pemerintah Daecrah (RKPD).

Pengelola Investasi da'arn menyusun perencanaan investasi
pemerintah  daerah dilengkeapi dengan alasan dan
pertimbangan berdasarkan dokumen hasil anzlisis investasi
vang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi
pemerintah dasrah.

Pengelola investasi menyammnaikan hasil analisa investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] kepada Gubernur
untuk mendapatkan persetuivan.

Pasal 14

Pengelola investasi menyusunan analisis investasi sebelum
melakukan investas:.

Analisis inveirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan ole". Penasihat lnvestasi Pemerintalh Daerah yang
berbentuk badan hukum atau tm.

Badan hukuia sebugaimara dimaksud peda ayat (2)
pengadaanny:. sesual dengan  peraturan perundang-
undar:gan. .
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan
dengan keputusan Gubernur.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri dari unsur
perangkat daerah yang membidangi (perencanaarn,
keuangan, penelitian dan pengembangan, pengawasan,
aset, dan perangkat daerah terkait lainnyva j, akademisi
dan tenaga ahli.

Pasal 15

- Untuk duduk dalam keanggotaan Tim sebugaimana

dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuh: persyaratan
beipendidikar: formal Strata 1 (S1} atau setara dengan
jurusan ekonomi, bisnis, keuangan, dan perpajakan serta
bidang keahlian lainnva sesuai dengau kevutubhun.

susunan kearggoraar. Tin tercliri dari
pengarah/vembina/prraseh at, penanazungjawab,

koordinator, ketua/wakil ketua, sckretaris dan anggota.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (!} mempuuyai

tugas pokok dan fungsi sebazai berikut:

a. melakukan analisa investasi terhadap rencana
investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah
daerah;

b. memberilian saran kepada pemerintah daerah terkait
dengan hasil analisa investasi; dan

[

menyampaikzn Japoran hasil analisa investasi kepada
Gubernur.



Pasal 16

(1)  Analisa investasi yang dilckukan oleh penasehat investasi
untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasil 4, paling sedikif mencakup aspek
keuangan perusahaan, aspek operasional dan aspek
hukum.

(2] Analisa investasi yang dilakukan oleh penasehal investasi
untuk mempsroleh manfaat sosial dan manfaat lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit
mencakup asoek operasional, aspek hukum dan aspek
manfaat.

Pasal 17

Blaya yang berkaitan denzan pelaksanaan analisis investasi
dibebankan pada APRD Pemerintah Provinsi Lampung pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA] Badan Keuangan
Daerah untuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan
DPA  Biro Perlengkapan dan Aset Daerah untuk jnvestasi
pemerintah daera’) berupa barang milik daerah.

Pasal 18

Investasi delam bentuk penyzrtaan modal untuk memenuhi
mode: dasar BUMD tidak pertu dilakukan analisa investasi
seoanjang telah dilakukan analisa kebutiihan daérah dan
aralisa kelayakan bidang usaha pada saat penyusunan
peraturan daerah tentang pendiriann BUMD.

Pasal 19

(1}  Investasi Per-erirtalr Daerah dalam bentul: penvertaan
modal berupa uang sebagziraana dirmmaksud dalam Pasal 8
dapat dianggarkar apaoila jumlah vang akair disertakan
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
neraturan daerah tentang penyertaan miodal

(2)  Tnvestasi Pemerintai: Dserzh dalam  bentuk penyertaan
modal berupa barang sebagaimana dimaksud dalam PPasal
8 dapat dilakukan apabile barang yang akan disertakan
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan dae-ah tentang penyertaan modal.

(3) Dalam hal penyertaan modal dalam rangka pemenuhan
kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daecrah,
tidak perlu ditetapkan peraturan daerahh  tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal terszbut
belum melebihi jumiah penyertaan modal.

(4)  Penyertaan r.odal dalan rangka pementhan kewajiban
yang telah tercanturn dalam peraturan daerah sebagaimana
dimaksud para ayat (3) terlebih dahulu diakukan analisis
kelavakan.

(5) Dalam hal P:merintain Daerah akan menambah jumrdah
penyeitaan miodal mulebiki jumlah anggaran penyertaan
modal yang telzh ditetapkan dalain peraturan daerah
tentang penvertaan modai, terlebin dahulu melakukan
nerubahan atas ner:turan 1-erah tentang penyertaan modal
dan dilakukan analisis investasi.



Pasal 20

Pgn‘ierta.an modal b:ruva barang milik daerah sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 8. dilakuliun dalam rangka pendirian,
pengembangan dah peningkatdh kiferja Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l),
dilakukan den:an pertimbangan:

a. barang milik dacrab yang dari awal pengadaannya sesuai
dozumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha
Millk Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah;
atau

b.  barang milik dae-ah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan
Usaha Milik Negara/Daerali atau badaen hukum lainnya
yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun
yang akan dibentuk.

Barang milik daerah yang telah disertakan dalam: penyertaan
modal kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara/dacrah menjadi kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Pasal 21

Penye. taan modal pemerintah daerat. atas barang milik daerah
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
oleh Gubernur;

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang mililkk daerah
dapat berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan
atau bangunan;

Penetapan barang n lik daerah yang akan disertakan sebagai
penyertaan modal pomerintah daersh sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 dilakukaa oleh Gubernur.

Pasal 22

Tata cara pényeftaah mceda! pemsrintah daerali atas bharang milik
cdaerah Dberpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(1)

Pasal 23

Investasi Pemerintab Daerah herupa pemberian pinjaman
sebagatimana dimaksud dalam Pasel 9, dianggarkan apabila juralah
yang akan disertakan daiamz tahun anggarann berkenaan  telah
ditetapkan dalamn peraturan daerab tentang pemberian pinjaman
dengan. berpedoman pada Kketenmuan peraturan  perundang-
undangan.

Pemberian pinjaman dalam rangka pementhan kewajiban yang
telah tercantum dasm peraturan daerah tentang pemberian
pinjaman pada tahun sebelumnya, tidax perlu ditetapkan peraturan
daerah tersendiri sepz jang jumlah anggaraii pemberian pinjaman
tersebur belum melebii i jum’: h perye: taan medal.



A0

(3}  Pemberian pinjaman dalam rangka pemenuhan kewajiban
yang telah ter-antura dalam peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pacda ayat (2) terlebih dahulu ditakukan analisis

kelayakan.

(4)  Dalam hal pemerintah daerah aken menarnbah Jumiah
pemberian pinjaman melebiki jumiah anggaran pemberian
pinjaman yang telah ditetopwan dalam peraturan dacrah
tentang pemberian pinjaman, terlebih dahulu melakulan
perubahan atas peraturan daerah tentang penambalian
pemberian pinjaman yang berkensan dan dilakukan
analisis investasi.

Pasal 24

Pcraturan Daerah tentang penyertaan modal dan pemberian
pinjaman disusun dan ditetapkan sesuai dengan kaidah
pempentukan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
sckurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan, bentuk
investasi. besaran mnilai investasi, dan taliun penyediaan
anggaran.

Pasal 25

Proses penyusunan peraturan daerah tentang penyertaan modal
dan pemberian pinjaman sebagaimana pada pasal 24 terlebih
dahula dilakukan analisa investasi.

Bagian Kedua
Perjanjian Irvestasi
Pasal 26
Pelaksanaan Investasi IFemerirntah Daerah dituangkan dalam
perjanjian investasi yang ditandatangani oleh Gubernur dengan

pimpinan tertinggi penerima invesiasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

Pasal 27

Materi muatan perjanjian investasi sebagainiana dimaksud
dalam Pasal 26, paling sedikit memuat :

a. para pihak:

b. dasar pelaksanaan investasi,

. tujuan investasi;

d. hak daa kewez iban;,

€. tahiifi anggaran vényed.aan nvesiasi;

f. hesara 1 nilai investast;

g. persentase hak kepemilikan badan usaha untuk investasi
langsung dalam ben:uk pevertaan modal;

h. jangka wakou dan/atau  mekanisme  pembayaran
xembali/pengembaliain = pokok  baik  sebagian  atau
seluruhnya, bunga dan pembayaran kewajiban lainnya
untuk investasi langsung dJdalam bentuk pemberian
pinjamarn;

1. sanksi;

] penvelesaian periclisihan; dan

k. monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan

investasi.
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Bagian Ketiga
Pencairan Investasi
Pasal 28

Pencairan investasi pemerintab daerah dilaksanakan atas
ermohonan pencairan  investasi yang diajukan oleh calon
penerima investasi sebzgaimana dimaksud dalam perjanijian
Investasi.

Paszl 29

1)  Permohonan pencairan investasi dituanghan dalam
bentuk surat permchonain pencairat investasi dan
_disampaikan kepada  Gubernur melalui  pengelola
mnvestasi.

(2)  Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada aya: (1)
dilakukan sesual dengan mekanisme pengelolaan
keuangan pemerintah dacrah.

Bagian Keempat
Pelapora:i Investasi

Pasal 30

(N Penerima investasi pemerintah daerah berkewajiban
menyampaik:s 1 laporan  kinerja usaha dan  kinerja
keuangan secara periodik per semester kepadw pengelola
investasi puling lambat ! (satu) bulan sstelah akhir
pericde pelaporan, sedangkan lapoian tahuanan paling
iambat 2 (dua) bulan setelah akhir perioa: pelaporan
denga:  tembusan kep.uia liispektorat Daerah.

(«) Laporen kineja usaha dan kinerja keuangan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencekup aspek

_sumber daya menusia dan  administrasi, aspek
operasional, aspek pelanggan dan aspek kenangan.

(3; Laporan tahunan pensrima investasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit
oleh Auditor Iiidependen atau Kantor Akuuitan Publik.

(1}  Pengelola investasi berkewajiban menyusun dan
menyampaikan laporan kegiatan Investasi Fowmerintah
Daerah secary periodik semesteran dan tahuiac.

(2} Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan Kkepzda Gubernur setiap akhir periode
pelaporan pec'ing lambat 2 (dua) bulan setelah akhir
periode pelaporen, sedanglan laporar tahupan pealing
lambat setelah & (figa) bulan setelah aknir periode
pelaporan dengan temnusan kepaca Inspektorat Daerah,;

(3}  Laporan  kegiatan  Investasi Pemerintah  Dacrah
sebagaimana dimak=ud pada ayat (1) mencakup laporan

posisi  penyertaan modal pemerintah daerah, kondisi
perusahaan/BLUD penerima investasi dan hasil investasi.
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Bagian Kelima
Divestasi

rasal 32

(1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan tidak
menguntungkan dan/atau merugikan, Pemerintah Daerah
dapat melakukan divestasi.

(2)  Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.

(3)  Divestasi sebagaimana dimaksud pads avat (1) berupa
penjualan kepzamilikan investasi langsung.
1

DY,
Q9

Pasa

Penjualan kepemirkan investasi langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 avat (1) berupa kepemilikan atas:

a. penyertaan modal, dan/atau
b. pembe ian pinjaman.
Pasai 34
(1)  Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, berupa inodal saham.

(2) Kepehiilikan atas peniberfan pidijafmian  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa kepemilikan
atas piutang acau hak ragih.

Pasal 35

(1} Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b,
dilakukan derigan cara penjualan hak kepewnilikan kepada
pihak lain.

(2) Perjjualan  Lepemiliken  atas pemberian  pinjaman
sebagaimana dimabs.ad padi ayat (i), dilakvkan dengan
cara pemindahen pivtarg atau hak tugith  untuk
memperoleh 'ak pokck pinjaman,bunga dan/atau biaya
iainnya kepada pinak lain.

Pasal 20

Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjuaian
keperulikan atas penyeriaan modal dan/atau  penjualan
kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dirmaksud
dalam Pasal 35, dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan penjualan kepeniitkan atas penyertaan modal
danyatau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 37

(1} Hasil divestisi atas penyertaan modal merupakan
nenerimaar: (aerah yang bersumber dari hasi! penjualan
kekayaan d.erah yang dipisahkan dan seluruhnya
disewnrkan ke kas duzrah.,



(1)

(2)

A3

i (PN . - T _ e
fasil divestasi atas pemberian Pinjaman nierupalzan
benerimaan o«erah yang bersumber dari hasil penerimaan

kembali peiwinerian pinjaman dan selurubnya disetorkan
ke kas daerah.

f}iaya vang diperlukan sehubungan pelaksanaaa divestasi
alanggirkan dan ditebankan pada APBT  Provinsi
Lampung berdasarkar prinsip kewajaran, transparansi
dan akuntabilitas

Bagian Keenam
Hasil Investasi
Pasal 38
3agian 1aba dafi hasil pélaksanaan itivestasi vang menjadi
hak pemerintah deerah disetorkan ke pemerintah dacrah
melalui kas daerah dan dimasukkan dalam lapcoran
realisasi APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bagian iaba dari hasil pelaksanaan investasi tidak dapat
langsung dijadiken penambahan investasi baik investasi
dalam penyert.zan niodal igaupun pemberian piniaman.

BAR V
FENGAWASAN [NVESTASI

Pasal 39

Inspektorat Daerah sebagal aparat pengawasan intzrm
seffieriital  provinsi melakukah pengawasan  atas
pelaksanaan Investasi Pemierintah Daerah sesuai dengan
kebiiakan yang ditetapkan Gubernur.

Hasil pelaksaiaan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (i), dilaporkan kepada Guhlernur dengan
tembusan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 40

Penigawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat(1l) dilaikulan psmantauan kerupa:

a. pemantadan berkelanjutan;

b. evaluasi terpisal:; dan

c. tindak lanjut has:! pengaweasan.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huru! a, diselenggarakan melalui kegiatan rutin,
supervisi, pembandingan, i:konsiliasi, dan tindakan lain
vang terkait dalam pelaksanaan tugas.

ZTvaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, diselenggarakar melalui reviu, dan pengujian
efektivitas investasi pemerintah daerah.

Tindak lanjuar hasil pengawasuan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, diseienggarakan melalui moenitoring
pelaksanaaii rekomendasi atas hasil pengawasan.



KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Investasi
Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum
Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang belum
diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Gubernur ini.

(2) Investasi pemerintah daerah yang sudah ada atau telah
dilaksanakan, agar dilakukanpenyesuaian paling lambat
1(satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur

diundangkan.

Agar setiap orang dapat

Pasal 42

mulai berlaku pada tanggal

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2018

Pj. SEKFETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Desember 2018

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesua) dengan aslinya
KEPALA BJRO HUKUM,

J
ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 70



